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ABSTRAK 
 
Indikasi geografis merupakan cabang HKI yang terdiri dari nama barang 
dan/atau produk yang dilekatkan pada nama tempat asalnya karena memiliki 
reputasi, kualitas, dan karakteristik yang tidak dimiliki oleh tempat lain, baik 
karena faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya. Kepemilikan 
indikasi geografis bersifat komunal yang secara teknis berbentuk organisasi 
masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) yang terdiri dari perwakilan 
produsen, petani, pengolah, pedagang, dan dapat ditambah unsur dari pemerintah. 
MPIG berfungsi menghimpun dan mengorganisir para pelaku usaha. Produsen 
yang ingin mengusahakan produk indikasi geografis harus mendaftar kepada 
MPIG. Sehingga ketika ditemukan produsen tidak terdaftar mengatasnamakan 
produknya dengan nama indikasi geografis terdaftar, MPIG dapat menuntutnya 
secara hukum meskipun ia berasal dari daerah geografis itu. Sistem perlindungan 
hukum indikasi geografis hakikatnya lahir dari budaya individualis-kapitalis dan 
diprioritaskan untuk 'mengamankan' hak ekonomi bagi pemiliknya. Dari latar 
belakang ini maka bagaimanakah status kepemilikan indikasi geografis serta 
perlindungannya dalam hukum Islam? 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, 
buku-buku tentang HKI, konsep hak dan kepemilikan, ḥaq al-ibtikār, dan karya-
karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik dokumentasi (library research). Adapun analisis data dilakukan 
dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisa konsep indikasi 
geografis dalam hukum positif dengan konsep hak kepemilikan dan perlindungan 
hukum dalam hukum Islam. 
Hasil dari penelitian ini bahwa status kepemilikan indikasi geografis 
menurut hukum Islam tergolong dalam kepemilikan khusus (al-milkiyyah al-
khāṣṣah) bagi kelompok masyarakat secara komunal  (musyāʻ) yang penguasaan 
terhadap objek kepemilikannya bersifat sempurna (tāmmah). Meskipun sempurna, 
kepemilikan ini sempit bagi masing-masing anggota pemilik karena sifat 
komunalitas itu sendiri. Terlebih objek kepemilikannya yang berupa hak indikasi 
geografis merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi (ghair al-qābilah 
li al-qismah). Mengacu kepada pendapat mayoritas fuqahā’ kepemilikan ini 
dilindungi dalam hukum Islam dan mengandung dua manfaat bagi pemiliknya, 
yaitu hak moral terkait dengan penisbatan indikasi geografis kepada pemiliknya 
(ḥifż al-ʻaql), dan hak ekonomi terkait dengan bolehnya pemilik secara bersama-
sama mentasarufkan indikasi geografis untuk mengambil manfaat ekonomi 
darinya (ḥifż al-māl). 
 
Kata Kunci: Indikasi geografis, kepemilikan komunal, hak moral, hak ekonomi. 
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ABSTRACT 
 
Geographical indication is a branch of Intellectual Property Rights (IPR) 
which consists of the name of a goods and/or products that are attached to the 
name of the place of origin because they have reputation, quality, and 
characteristic that are not owned by other places, either due to natural factors, 
human factors, or a combination of both. Ownership of geographical indications is 
communal which is technically in the form of a community organization of 
geographical indication protection (MPIG) consisting of representatives of 
producers, farmers, processors, traders, and can be added elements from the 
government. MPIG functions to gather and organize business people. 
Manufacturers who wish to seek geographical indication products must register 
with MPIG. So that when an unregistered producer is found on behalf of his 
product with the name of a registered geographical indication, MPIG can sue him 
legally even though he is from that geographical area. The legal protection system 
of geographical indication is essentially born from individualist-capitalist culture 
and prioritized to 'secure' economic rights for its owners. From this background, 
what is the status of ownership of geographical indications and their protection in 
Islamic law? 
This research is a type of qualitative research. The data source used is 
Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, books 
on IPR, concepts of rights and ownership, ḥaq al-ibtikār, and scientific works 
related to the theme of research. The data collection is done by documentation 
techniques (library research). The data analysis is done by a normative juridical 
approach, namely by analyzing the concept of geographical indications in positive 
law with the concept of ownership rights and legal protection in Islamic law. 
The results of this study that the ownership status of geographical 
indications according to Islamic law are classified as special ownership (al-
milkiyyah al-khāṣṣah) for communal groups (musyāʻ) whose mastery of objects of 
ownership is perfect (tāmmah). Although perfect, this ownership is narrow for 
each member of the owner because of the nature of communality itself. Moreover, 
the object of ownership in the form of a geographical indication right is an 
indivisible entity (ghair al-qābilah li al-qismah). Referring to the opinion of the 
majority of jurisprudence 'this ownership is protected in Islamic law and contains 
two benefits for its owner, namely moral rights related to the geographical 
indication of the owner (ḥifż al-ʻaql), and economic rights associated with 
allowing owners to refer to geographical indications to take economic benefits 
from it (ḥifż al-māl). 
 
Keywords: Geographical indications, communal ownership, moral rights, 
economic rights. 
 
 
viii 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Transliterasi adalah tata sistem penulisan kata-kata Arab dalam bahasa 
Indonesia yang digunakan penulis dalam tesis ini. Transliterasi berpedoman pada 
Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0593b/1987. 
Kata-kata Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang 
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata, istilah atau kalimat yang 
sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, maka tidak ditulis menurut 
cara transliterasi. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Sunnah, khusus dan 
umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks 
Arab, maka ditransliterasi secara utuh, contoh nuzūl al-Qur’ān. 
A. Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ix 
 
 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع ʻAin ʻ__ Apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ـه Ha H Ha 
ء Hamzah __’ Apostrof 
ي Ya Y Ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
B. Vokal 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
َ ا Fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا Ḍammah U U 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf latin Nama 
 َي ى Fatḥah dan ya Ai A dan I 
 َو ى Fatḥah dan wau Au A dan U 
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Vokal Panjang (madd) yang lambangnya berupa harakat dan huruf 
transliterasinya sebagai berikut: 
Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 
ى ــََ/ََا  ــ 
Fatḥah dan alif, 
atau alif lazimah Ā / ā 
A dan garis di 
atas 
 َي  ــ Kasrah dan ya Ī / ī 
I dan garis di 
atas 
 َو  ـ ـ 
Ḍammah dan 
wau Ū / ū 
U dan garis di 
atas 
Contoh: 
 َلا ق : qāla 
ى م  ر : ramā 
 َل ي ق : qīla 
 َل  و ق ي : yaqūlu 
C. Ta Marbūṭah 
Ta marbūṭah ada dua, pertama ta marbūṭah yang hidup transliterasinya 
adalah (t). Kedua ta marbūṭah yang mati transliterasinya adalah (h). 
Sedangkan jika ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 
sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah 
transliterasinya dengan (h). Contoh: 
َ ة ن ي  د  م  : madīnah 
 َط َر َيَ قَ ةََ تلا َع َل َي َم  : ṭarīqah al-taʻlīm 
D. Syiddah (Tasydīd) 
Syiddah atau tasydīd yang dilambangkan dengan tanda ( َ ـــ ) 
transliterasinya dengan pengulangan huruf yang bertanda syiddah. Contoh: 
ا نُّب  ر : Rabbunā 
 َب  لَّ ط : ṭullāb 
 َلا ع ف : faʻʻāl 
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E. Kata Sandang Alif + Lam 
Pedoman transliterasi alif lam ditulis (al-), baik ketika diikuti huruf 
syamsiyyah maupun huruf qomariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi 
huruf langsung yang mengikutinya. Contoh: 
 َس  م شل ا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َر  م ق ل ا  : al-qamaru 
F. Lafẓ al-Jalālah 
Lafẓ al-jalālah ditulis ‘Allah’, dan jika didahului partikel seperti huruf 
jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal) 
transliterasinya tanpa huruf hamzah. Contoh: 
هللاَنم : minallāh 
هللاَمسب : bismillāh 
G. Huruf Kapital Pada Kata yang Bersandang Alif + Lam 
Bila suatu kata didahului kata sandang (al-) dan posisinya sesuai EYD 
harus ditulis dengan huruf kapital, maka yang menggunakan huruf kapital 
adalah huruf awal kata tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, kecuali 
jika terletak di awal kalimat maka huruf (a) dari kata sandang tersebut ditulis 
dengan huruf kapital. Contoh: 
هتلدأوَيملَّسلإاَهقفلاَباتك : Kitāb al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu 
ملَّسلاَنيدَملَّسلإا  : Al-Islām dīn al-salām 
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MOTTO 
 
 
 ملع ه ب كل س يل ام ف
 ق
 
ت لاو ، وأ لك  داؤ  فلاو رص ب لاو عمسلا نإلاو ئسم ه نع ناك  ك ئل  
“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena 
pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta 
pertanggungjawabannya.” 
(QS. al-Isrā’: 36) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dewasa ini hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi salah satu pilar utama 
bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Terbukti HKI sangat berperan dalam 
berkembangnya kekuatan ekonomi negara-negara maju. Globalisasi dan pasar 
bebas juga menjadi tuntutan tersendiri bagi suatu negara untuk melakukan 
penguatan HKI. Pasalnya arus globalisasi dan pasar bebas yang tidak dapat 
dibendung menuntut suatu negara untuk bisa ‘mengamankan’ karya intelektual 
dan kekhasan lokal mereka, terlebih bagi negara berkembang seperti Indonesia. 
Oleh karenanya salah satu upaya strategis yang dapat ditempuh untuk menghadapi 
tantangan itu adalah dengan membangun sistem perlindungan HKI. 
HKI merupakan perlindungan hukum terhadap hasil intelektual berupa ide 
yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu 
pengetahuan, sastra, seni, desain, kreasi tata letak komponen semikonduktor 
maupun varietas hasil pemuliaan. HKI sebagai instrumen hukum yang digunakan 
untuk melindungi kekayaan intelektual terdiri dari dua cabang besar, yaitu hak 
cipta dan hak kekayaan industri. Selanjutnya dalam hak kekayaan industri 
mencakup paten, merek, indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain 
tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.1  
Salah satu elemen HKI yang saat ini menjadi perhatian banyak negara 
termasuk Indonesia adalah indikasi geografis (IG). Sebagai salah satu cabang HKI 
yang relatif baru, indikasi geografis mulai berkembang di Indonesia. Hal ini 
ditandai dengan adanya peningkatan pendaftaran indikasi geografis di Ditjen HKI 
hampir setiap tahunnya, meskipun peningkatan tersebut belum terlihat signifikan.2 
                                                             
1 Krisnani Setyowati, dkk, Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di 
Perguruan Tinggi, (Bogor: Kantor HKI-IPB , 2005), hlm. 32. 
2 Asma Karim dan Dayanto, “Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi 
Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru,” RechtsVinding, Vol. 5 No. 3, Desember 2016. 
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Menurut data DJHKI Kemenkumham per September 2018 menyebutkan sebanyak 
67 produk indikasi geografis sudah terdaftar.3 
Indonesia merupakan negara kaya akan keragaman sumber daya alam. 
Banyak produk unggulan yang dihasilkan di Indonesia dan mendapatkan tempat 
di pasar internasional, seperti Kopi Arabika Kintamani Bali, Java Coffee, Kopi 
Arabika Mandailing, dan lain-lain yang merupakan produk Nusantara yang telah 
lama dikenal oleh banyak negara sejak dahulu hingga sekarang. Jika produk-
produk khas Indonesia yang mempunyai kualitas tinggi tidak diamankan dengan 
perlindungan hukum, mungkin saja akan muncul pihak lain yang mengkalimnya. 
Contoh kasus produk indikasi geografis Indonesia yang diklaim pihak 
asing sebagai merek dagangnya adalah Kopi Arabika Toraja. Kopi ini ditanam di 
Toraja, Sulawesi Selatan, namun oleh perusahaan Jepang Key Coffee Co 
didaftarkan sebagai merek dagang mereka. Akibatnya Kopi Arabika Toraja tidak 
bisa dipasarkan secara internasional kecuali melalui Key Coffee Co. Sebagai 
respon untuk mengembalikan Kopi Arabika Toraja ke asalnya maka didaftarkan 
indikasi geografis dan pada tanggal 9 Oktober 2013 resmi terdaftar di Ditjen HKI 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.4 
Dengan semakin ketatnya persaingan, perdagangan suatu produk akan 
tetap mendapat permintaan tinggi apabila ciri khas dan kualitas bisa dipertahankan 
konsistensinya. Peningkatan mutu saja kadang tidak cukup untuk 
mempertahankannya, tapi juga dengan mencegah produk imitasi yang beredar 
sehingga eksistensi mutu produk asli dapat dipertahankan. Karena suatu produk 
yang bermutu khas dan terkenal biasanya akan banyak ditiru, sehingga perlu 
diupayakan perlindungan hukum yang memadai bagi produk-produk tersebut.5 
                                                             
3 DJHKI Kemenkumham, “Indikasi Geografis Terdaftar”, http://www.dgip.go.id/  
4 Dara Quthni Effida, dkk. “Upaya Perlindungan Hukum Indikasi Geografis terhadap 
Salak Sidimpuan sebagai Kekayaan Alam Tapanuli Selatan.” Law Reform, Vol. 11, No. 2, 2015. 
5 Saky Septiono, “Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis 
Indonesia,” Diakses 13 Oktober 2009 dalam https://www.scribd.com/doc/20976488/Perlindungan-
Indikasi-Geografis-dan-Potensi-Indikasi-Geografis-Indonesia.  
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Perlindungan indikasi geografis dinilai penting karena sebagai suatu tanda 
yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor 
lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari 
kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu 
pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.6 Pendaftaran indikasi geografis 
memberikan kesempatan kepada produsen untuk membuktikan bahwa barang 
dan/atau produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu memenuhi kualitas 
dan karakteristik khusus. Produsen akan memiliki hak eksklusif untuk 
menggunakan nama indikasi geografis yang dilindungi hukum. Perlindungan 
hukum tersebut akan melindungi barang dan/atau produk indikasi geografis dari 
barang palsu, yaitu produk serupa yang diproduksi di luar kawasan indikasi 
geografis atau diproduksi di dalam kawasan indikasi geografis tetapi dengan 
kualitas lebih rendah tetapi dipasarkan dengan menggunakan nama sama. 
Pemalsuan bisa berdampak buruk pada suatu barang dan/atau produk, karena 
barang dan/atau produk palsu sering kali lebih murah dan kualitasnya kurang baik 
serta tidak memiliki karakteristik khusus seperti barang dan/atau produk asli.7 
Di Indonesia pada mulanya perlindungan indikasi geografis diatur dalam 
UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 56 sampai 58. Dalam undang-
undang ini indikasi geografis masih dianggap sebagai sistem sekunder. Undang-
undang ini kemudian dipertajam dengan PP No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi 
Geografis. Peraturan Pemerintah ini meskipun masih memerlukan banyak 
penyempurnaan, namun telah menunjukkan fungsi praktisnya sebagai dasar 
hukum dari pendaftaran indikasi geografis di Indonesia. Pada perkembangannya, 
undang-undang paling baru tentang indikasi geografis adalah UU No. 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang inilah yang sekarang 
berlaku dan yang kali pertama menjadikan indikasi geografis sebagai bagian dari 
judul undang-undang, yang menunjukkan bahwa perlindungan indikasi geografis 
menempati kedudukan yang sejajar dengan aspek-aspek HKI lainnya. 
                                                             
6 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat 7. 
7 Peter Damary dan Riyaldi, Modul Pelatihan Indikasi Geografis, (Jakarta: Indonesian-
Swiss Intellectual Property Project, 2018), hlm. 15. 
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Jika ditelusuri, regulasi ini sebetulnya merupakan rangkaian konsekuensi 
dari persetujuan antara Indonesia dengan WTO (World Trade Organization), 
organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional terkait dengan 
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Karena melalui 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Agreement Establishment 
The World Trade Organization, Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk 
mengimplementasikan ketentuan TRIPs Agreement ke dalam perundang-
undangan nasional. Sehingga bisa dikatakan bahwa politik hukum pembentukan 
perundang-undangan ini adalah untuk memenuhi konsekuensi TRIPs Agreement, 
bukan berdasarkan kebutuhan internal budaya bangsa Indonesia itu sendiri.8 
TRIPs secara filosofis merupakan cerminan dari budaya individualis-
kapitalis yang bersumber dari Barat, sehingga konsep HKI yang digagas di 
Indonesia pun tidak jauh dari pengaruh budaya tersebut, tidak berdasarkan pada 
ide dasar, nilai-nilai, dan norma yang bersumber dari masyarakat Indonesia 
sendiri yang sudah terbiasa dengan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan 
(komunal) dan religiusitas (spiritual). Padahal banyak kreasi intelektual di 
Indonesia yang dicipta berdasarkan nilai-nilai komunalistik. Sehingga nilai-nilai 
yang telah mengkristal dalam masyarakat ini telah melahirkan konsepsi tersendiri 
tentang masalah kepemilikan.  
Di Indonesia Pemegang HKI kadang tidak menganggap sebagai 
pelanggaran serius apabila HKI-nya dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin. 
Bahkan tak jarang yang merasa bangga ketika karyanya ditiru orang lain. Budaya 
ini cukup mengakar di masyarakat, sehingga dengan pandangan tidak 
dianggapnya sebagai pelanggaran dalam penggunaan HKI orang lain tanpa izin, 
menandakan bahwa budaya ini seolah sudah menjadi hukum adat.9  
Indikasi geografis merupakan salah satu cabang HKI yang diciptakan 
secara komunal oleh masyarakat geografis tertentu, maka hak kepemilikannya 
                                                             
8 Kholis Roisah, “Kebijakan Hukum “Tranferability” Terhadap Perlindungan Hak 
Kekayaan Intelektual di Indonesia”, Law Reform, Vol. 11, No 2, 2015, hlm. 249. 
9 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada, 2006), hlm. 22. 
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tentu juga bersifat komunal. Kepemilikan semacam ini sesungguhnya tidak mudah 
dibatasi. Karena sebagaimana telah diketahui indikasi geografis merupakan 
produk khas daerah tertentu yang memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik, 
baik tercipta karena faktor alam, atau manusia, atau kombinasi dari keduanya. 
Salah satu bentuk reputasi suatu produk adalah produk itu dikenal dan disebut 
dengan nama lokasi (daerah asal atau geografis, seperti Carica Dieng dan Mebel 
Ukir Jepara) yang dalam pemahaman konsumen mengindikasikan di mana produk 
tersebut diproduksi. Hal itu menyiratkan bahwa produk tersebut telah diproduksi 
sejak lama dan memiliki akar sejarah yang kuat berkaitan dengan lokasi itu. 
Sehingga sekilas dapat dipahami bahwa sesungguhnya kepemilikan komunal atas 
barang dan/atau produk indikasi geografis itu secara moral-sosial melekat pada 
masyarakat di lokasi geografis tersebut, baik ia produsen terdaftar maupun tidak 
terdaftar. Karena dengan membawa nama lokasi geografis, konsekuensi positif 
ataupun negatif yang mungkin muncul dari produk indikasi geografis akan 
berdampak kepada nama baik lokasi geografis yang melekat padanya. 
Namun apabila dilihat dengan hukum positif, UU No. 20 Tahun 2016 
tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa kepemilikannya dikuasai 
oleh Pemegang hak indikasi geografis dan para Pemakai yang mendapatkan 
lisensi dari Pemegang. Pemegang di sini adalah pihak yang mengajukan 
permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat 3 UU No. 20 Tahun 2016 
bahwa Pemohon adalah: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan 
geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa 
sumber daya alam, atau barang kerajinan tangan, atau hasil industri; dan (b) 
pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Dalam Penjelasan Pasal 53 UU 
tersebut bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang mewakili masyarakat di 
kawasan geografis tertentu” antara lain asosiasi produsen, koperasi, dan 
masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG). 
MPIG adalah masyarakat produsen dan pendukung-pendukung proses 
produksi dan pemasaran produk yang khusus dibentuk untuk menjadi pemegang 
hak indikasi geografis. MPIG dapat dibentuk melalui serangkaian program 
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pemberdayaan yang dilakukan bersama-sama dengan Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.10 Dalam hal ini 
peran Pemerintah dan/atau LSM terhadap MPIG dapat menjadi pembimbing, 
pendukung, dan pengawas. Sementara itu MPIG yang terdiri dari perwakilan 
produsen, petani, pengolah, dan pedagang, antara lain bertugas mengorganisir 
pelaku usaha rantai nilai (PURN). PURN ialah pemakai atau anggota terdaftar 
yang terdiri dari para produsen, petani, pengolah, pedagang yang mengusahakan 
barang dan/atau produk indikasi geografis tertentu. Adapun untuk menjadi bagian 
dari PURN, dapat melalui penjaringan oleh MPIG atau mendaftar sendiri kepada 
MPIG.11 
Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa pemilik indikasi geografis 
yang mendapat perlindungan hukum atas barang dan/atau produknya berdasarkan 
UU No. 20 Tahun 2016 adalah Pemegang sertifikat (MPIG) dan Pemakai (PURN) 
terdaftar. Sehingga ketika ada pihak yang berada di kawasan indikasi geografis 
terdaftar memproduksi barang yang sama dengan barang indikasi geografis itu, 
kalau ia tidak mendaftarkan diri sebagai pemakai maka tidak mendapatkan 
perlindungan hukum, bahkan jika ia mengatasnamakan produknya dengan nama 
indikasi geografis terdaftar itu, maka tindakannya dianggap melanggar hukum. 
Terlebih jika hal itu dilakukan oleh pihak di luar kawasan geografis tersebut. 
MPIG sebagai pemegang hak indikasi geografis dapat mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Niaga terhadap pelanggar dalam bentuk permintaan ganti rugi atau 
kompensasi dan penghentian penggunaan dan pemusnahan label indikasi 
geografis yang digunakan secara ilegal.12 Ancaman hukuman bagi produsen dan 
pedagang produk yang secara ilegal menggunakan tanda indikasi geografis 
berdasarkan Pasal 101 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi 
Geografis adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). 
                                                             
10 Ahmad M. Ramli, dkk, Kekayaan Intelektual Pengantar Indikasi Geografis, (Bandung: 
Penerbit PT Alumni, Cet I, 2018), hlm. 160. 
11 Lihat Peter Damary dan Riyaldi, Modul Pelatihan Indikasi Geografis, hlm. 63-70. 
12 Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
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Kondisi semacam ini dalam konteks kepemilikan komunal secara moral-
sosial tidak selaras dengan budaya ketimuran yang selama ini berkembang di 
masyarakat Indonesia, bahkan ketentuan itu cenderung berpotensi kepada budaya 
eksploitatif, sikap kapitalis dan individualis. Karena secara hak moral, produk 
indikasi geografis sesungguhnya menjadi milik bersama masyarakat di kawasan 
geografis tersebut. Baik itu produsen terdaftar atau tidak terdaftar. Akan tetapi jika 
dikaitkan dengan hak komersial, keuntungan ekonomi hanya dinikmati oleh 
Pemegang dan Pemakai terdaftar saja.  
Kepemilikan indikasi geografis merupakan kepemilikan sempurna, akan 
tetapi perlindungannya secara undang-undang adalah bergantung kepada reputasi, 
kualitas, dan karakteristik yang melekat padanya. Dalam Pasal 61 UU No. 20 
Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa “indikasi 
geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang 
menjadi dasar diberikannya pelindungan indikasi geografis pada suatu barang.” 
Sehingga ketika suatu barang dan/atau produk indikasi geografis reputasi, 
kualitas, dan karakteristiknya berubah, maka perlindungan hukum terhadapnya 
dihapus.13 
Jika dianalisa dengan perspektif hukum Islam, kepemilikan indikasi 
geografis bagi Pemegangnya termasuk dalam kepemilikan sempurna (al-milk al-
tām), yakni kepemilikan terhadap sesuatu beserta kemanfaatannya, sehingga 
menjadi legal bagi pemilik untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu 
tersebut selama tidak ada penghalang syar’ī. Di antara karakteristik al-milk al-tām 
adalah: (a) kepemilikannya tidak dibatasi waktu; (b) kepemilikannya tidak dapat 
digugurkan, tapi alihkan; dan (c) kepemilikan bersama dua orang atau lebih yang 
sifatnya komunal (عاشم) terhadap suatu materi, setiap anggotanya berwenang 
terhadap porsi masing-masing selagi tidak ada penghalang syarʻī. 14 
                                                             
13 Pasal 61 Ayat 2 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. 
14 Mustafa Ahmad al-Zarqā’, al-Madkhal al-Fiqhī al-Āmm, (Damaskus: Dār al-Qalam, 
2004), I: 359 - 366. 
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Sifat kepemilikan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 
Pasal 17 berdasarkan pada asas: 
a. amanah, bahwa pemilikan amwāl pada dasarnya merupakan titipan 
dari Allah Subḥānahu wa ta’ālā untuk didayagunakan bagi 
kepentingan hidup. 
b. infirādiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual 
dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau 
korporasi. 
c. ijtimā’iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi 
pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama 
di dalamnya terdapat hak masyarakat. 
d. manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk 
memperbesar manfaat dan mempersempit mudarat. 
Melihat karakteristik dan asas kepemilikan dalam hukum Islam sebagai 
agama dan tatanan hidup yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan 
kemaslahatan, maka dalam konteks kepemilikan indikasi geografis sebagaimana 
dijelaskan di atas, bagaimana Islam memposisikan kepemilikan indikasi geografis 
tersebut? Apakah kepemilikan indikasi geografis menurut hukum Islam 
merupakan kepemilikan yang sudah memenuhi prinsip-prinsip Islam sehingga 
mendapatkan perlindungan hukum secara syar‘ī? Dan bagaimana kepemilikan 
yang bersifat komunal (musyā‘) itu secara moral dan komersial dilindungi dalam 
hukum Islam? Dari latar belakang ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
dengan judul “INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI HAK MILIK KOMUNAL 
BESERTA PERLINDUNGANNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” 
B. Batasan dan Rumusan Masalah 
Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih terarah, fokus, dan 
tidak meluas. Dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada status 
kepemilikan komunal indikasi geografis yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ditinjau dengan pendekatan hukum 
Islam, serta perlindungan hukum terhadap kepemilikan indikasi geografis tersebut 
dalam tinjauan hukum Islam. Hukum Islam di sini adalah berdasarkan dali Al-
Qur’an, hadis, kaidah usul fikih, kaidah fikih, dan maqāṣid al-syarī‘ah. 
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Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah di atas, dapat 
dirumuskan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini yaitu: 
1. Bagaimanakah status kepemilikan indikasi geografis sebagai hak milik 
komunal dalam perspektif hukum Islam?  
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kepemilikan indikasi 
geografis dalam perspektif hukum Islam? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui indikasi geografis sebagai kepemilikan komunal dalam 
perspektif hukum Islam. 
2. Mengetahui perlindungan terhadap kepemilikan indikasi geografis dalam 
perspektif hukum Islam. 
D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara 
praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran 
terhadap ilmu hukum khususnya di bidang hak kekayaan intelektual indikasi 
geografis perspektif hukum Islam. 
Adapun secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 
1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan kelimuan dan 
sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar akademik magister hukum. 
2. Bagi masyarakat, pembahasan dengan pendekatan hukum Islam 
diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terkait 
kepemilikan indikasi geografis dan perlindungan hukum terhadapnya, 
sehingga dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melindungi 
karya khas daerahnya yang harus dijaga kualitas dan reputasinya dengan 
tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan religiusitas budaya ketimuran, 
serta memberikan pemahaman yang dapat menghindarkan masyarakat dari 
tindakan melanggar hukum terhadap produk yang bukan haknya. 
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3. Bagi pemerintah, penelitian ini mendorong untuk memperkuat 
perlindungan indikasi geografis dengan memperhatikan nilai-nilai kearifan 
lokal dan religiusitas bangsa Indonesia, serta gencar mensosialisasikannya 
kepada masyarakat termasuk dengan pendekatan agama. 
E. Metode Penelitian 
1. Paradigma Penelitian 
Wimmer dan Dominick mendefinisikan paradigma adalah seperangkat 
teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang bagaimana peneliti melihat 
dunia.15 Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen, paradigma adalah sekumpulan 
anggapan dasar mengenai pokok permasalahan, tujuan, dan sifat dasar bahan 
kajian yang akan diteliti.16 Secara umum paradigma ada tiga yaitu paradigma 
positivistik, paradigma interpretif, dan paradigma kritis. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan paradigma kritis, yaitu sebuah 
paradigma yang pada umumnya selalu melihat konteks secara luas, tidak hanya 
pada sebuah level saja namun juga mengeksplorasi level lain yang ikut berperan 
dalam sebuah peristiwa. Secara ontologis paradigma kritis memandang realitas 
yang teramati sebagai realitas yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan 
kekuatan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan secara epistemologis 
hubungan peneliti dengan yang diteliti selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu, 
serta pemahaman suatu realitas merupakan value mediated findings.17 Paradigma 
kritis tidak hanya menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan dan menata 
realitas sosial tetapi juga ingin membongkar ideologi-ideologi yang sudah ada.  
Dalam penelitian ini penulis melihat persoalan indikasi geografis secara 
luas, dari faktor filsafat yang melatarbelakangi kemunculan indikasi geografis, sisi 
peraturan-peraturannya secara internasional dan secara nasional, serta pendapat-
                                                             
15 Rakhmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 
48. 
16 Muh. Tahir, Pengantar Metodologi Penelitian (Makassar: Universitas Muhammadiyah 
Makassar, 2011), hlm. 59. 
17 Rakhmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, hlm. 51-52. 
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pendapat para ahli. Penulis meneliti indikasi geografis dan sifat kepemilikannya 
ini secara hukum positif, kemudian menganalisanya dengan sudut pandang yang 
berbeda yaitu dengan pendekatan hukum Islam yang secara umum memiliki nilai-
nilai yang berbeda sebagai kritik untuk menemukan konsep yang diharapkan lebih 
membawa kemaslahatan yang lebih meluas. 
2. Jenis dan Pendekatan 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun 
pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang 
gunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka.18 Penelitian dengan pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada 
penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum.19 Secara teknis penelitian ini 
dilakukan berdasarkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni 
pendekatan dengan menelaah perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan 
dengan isu hukum yang diteliti.20 Dalam penelitian ini yang menjadi isu hukum 
adalah perundang-undangan atau regulasi yang berhubungan dengan perlindungan 
terhadap kepemilikan indikasi geografis. 
3. Sumber Data 
Sumber data adalah sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam 
penelitian. Bahan hukum yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah: 
a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.21 Bahan 
hukum primer dalam penelitian ini yaitu UU No. 20 Tahun 2016 tentang 
Merek dan Indikasi Geografis dan buku yang khusus membahas tentang 
                                                             
18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2009), hlm. 13 – 14. 
19 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: 
Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295. 
20 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV. Mandar Maju, 
2008), hlm. 92. 
21 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2009), hlm. 52. 
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HKI dalam hukum Islam yaitu Ḥuqūq al-Ikhtirā’ wa al-Ta’līf fī al-Fiqh al-
Islāmī karya Ḥusain bin Maʻlawī al-Syahrānī. 
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer.22 Bahan hukum sekunder dalam penelitian 
ini yaitu peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan 
hak indikasi geografis, pendapat-pendapat ilmiah para ahli di bidang hak 
indikasi geografis,  hasil penelitian, dan buku-buku literatur yang berkaitan 
dengan indikasi geografis dan ḥaq al-ibtikār.  
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.23 Dalam penelitian 
ini bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus dan Terjemah Al-Qur’an. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik dokumentasi, yakni melalui studi kepustakaan (library 
research) yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari sumber 
bahan hukum primer, lalu sumber bahan hukum sekunder, lalu sumber bahan 
hukum tersier, baik itu berupa naskah perundang-undangan, buku-buku, literature, 
dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
5. Analisis Data 
Manurut Patton, teknik analisis data adalah proses kategori urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. 
Sedangkan menurut Bogdan dan Tylor, analisis data sebagai proses yang merinci 
usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti 
yang di saranakan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada 
tema dan hipotesis tersebut.24 Dari dua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa 
                                                             
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif...,” hlm. 52. 
23 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif...,” hlm. 52. 
24 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja 
Rosdakarya, 2010), hlm. 280.  
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pengertian yang pertama lebih menitik beratkan pada pengorganisasian data 
sedangkan pengertian yang kedua lebih menekankan tujuan daripada analisis data. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan 
dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat 
ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 
oleh data. 
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan sebagai berikut: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan dengan 
memilah hal-hal yang pokok yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian, yaitu masalah kepemilikan indikasi geografis dan masalah 
perlindungan hukum terhadapnya, melalui sumber hukum seperti UU No. 
20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, literatur tentang 
HKI, Indikasi Geografis, kepemilikan dalam hukum Islam, dan lain-lain. 
Rangkuman catatan-catatan itu kemudian disusun secara sistematis agar 
memberikan gambaran yang tajam tentang permasalahan yang diteliti serta 
mempermudah pelacakan kembali apabila diperlukan lagi.  
b. Penyajian Data 
Setelah data direduksi kemudian disajikan. Penyajian data berguna untuk 
melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian. Dalam penyajian data, 
maka data diorganisir dan disusun dalam pola hubungan, sehingga akan 
semakin mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data yang telah dipilah 
dan dipilih sesuai dengan tema penelitian disajikan secara sistematis, 
dimulai dari gambaran umum tentang HKI, indikasi geografis, bentuk 
kepemilikan komunal indikasi geografis, kemudian pembahasan-
pembahasan tentang kepemilikan HKI dalam perspektif hukum Islam dan 
perlindungannya. Data-data ini disajikan secara deskriptif dan teratur agar 
memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja 
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selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.25 Penyajian data ini 
dilakukan guna mempermudah penulis untuk dapat mendeskripsikan data 
sehingga akan lebih mudah dipahami mengenai permasalahan yang diteliti. 
c. Kesimpulan dan Verifikasi 
Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setelah 
data-data tentang indikasi geografis dihimpun dan dideskripsikan, 
terkhusus yang berkaitan dengan konsep kepemilikannya yang bersifat 
komunal dan perlindungan hukum terhadapnya, kemudian dianalisa 
dengan pendekatan hukum Islam, maka ditemukanlah kesimpulan-
kesimpulan yang menjadi temuan bagi penelitian ini. Untuk menetapkan 
kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang 
coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung 
sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. 
F. Sistematika Penulisan 
Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah yang disajikan secara 
sistematis mencakup lima bab sebagai berikut;  
Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang 
masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
metode penelitian dan sistematika penulisan.  
Bab II Landasan Teori. Dalam bab ini penulis terlebih dahulu membahas 
hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian penulis 
membahas teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini yang mencakup 4 bagian, 
yaitu konsep umum hak kekayaan intelektual, konsep ḥaq al-ibtikār, konsep 
kepemilikan perspektif hukum Islam, dan konsep perlindungan hukum dalam 
Islam. 
Bab III, dalam bab ini penulis membahas tentang indikasi geografis 
berkenaan dengan pengertian indikasi geografis, manfaat perlindungan hukum 
                                                             
25 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dn R&D, 
(Bandung: Alfabet, 2013), hlm. 341. 
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indikasi geografis, peraturan perundang-undangan indikasi geografis di Indonesia, 
indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, jangka waktu perlindungan 
indikasi geografis dan penghapusannya, pemohon, pemegang dan pemakai hak 
indikasi geografis, pembinaan dan pengawasan indikasi geografis, pelanggaran 
terhadap indikasi geografis dan sanksi hukumnya, serta indikasi geografis yang 
saat ini sudah terdaftar di DJKI Kemenkumham. 
Bab IV, dalam bab ini penulis membahas tentang status kepemilikan 
indikasi geografis dalam perspektif hukum Islam dan perlindungan hukum 
terhadap kepemilikan indikasi geografis dalam perspektif hukum Islam. 
BAB V Penutup. Bab ini berisi simpulan dan saran. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
 
6. Kesimpulan 
Berdasarkan dari uraian pembahasan atas permasalahan yang diangkat 
dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Dalam perspektif hukum Islam, status kepemilikan indikasi geografis 
tergolong dalam kategori kepemilikan khusus (al-milkiyyah al-khāṣṣah) bagi 
kelompok masyarakat tertentu secara komunal  (musyāʻ) yang penguasaan 
terhadap objek kepemilikannya itu bersifat sempurna (tāmmah). Meskipun 
sempurna, namun sifat komunalitasnya itu menjadikan penguasaan masing-
masing anggota terhadap hak indikasi geografis cenderung sempit, karena 
gerak-geriknya terbatasi dengan hak kepemilikan anggota lain yang 
tergabung dalam kepemilikan indikasi geografis tersebut, yang mana batasan-
batasan kepemilikan setiap anggota tidak dapat diketahui secara persis. 
Terlebih objek kepemilikan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak 
dapat dibagi-bagi (ghair al-qābilah li al-qismah). 
2. Mengacu kepada pendapat jumhur fuqahā’, indikasi geografis merupakan hak 
kepemilikan yang dilindungi secara syariat baik dari sisi hak moral maupun 
hak ekonominya. Ditinjau dengan pendekatan maqāṣid al-syarīʻah, 
perlindungan indikasi geografis dari sisi hak moral merupakan manifestasi 
dari perlindungan akal (ḥifż al-ʻaql) yang berupa penisbatan hak indikasi 
geografis kepada pemiliknya, dan dari sisi hak ekonomi merupakan 
manifestasi dari perlindungan harta (ḥifż al-māl) yang berupa kebolehan 
mengambil manfaat ekonomi bagi pemiliknya. Kepemilikan komunal indikasi 
geografis akan mendapatkan perlindungan secara syar‘i dengan syarat 
indikasi geografis tersebut diperoleh dengan memperhatikan prinsip-prinsip: 
1) tidak merugikan pihak lain; 2) tidak memperoleh, menggunakan, dan 
mengembangkan indikasi geografis dengan cara yang tidak diizinkan syariat; 
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3) tidak berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan; 4) tidak 
mengeksploitasi dan menggunakan hak indikasi geografis secara berlebih-
lebihan; dan 5) tidak memproduksi barang dan/atau produk yang secara 
zatnya dihukumi haram. 
 
7. Saran 
Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengajukan beberapa saran yang 
perlu dipertimbangkan dan ditindaklanjuti oleh peneliti HKI di bidang indikasi 
geografis khususnya persepektif hukum Islam di masa mendatang sebagai berikut: 
1. Untuk mempertajam penelitian mengenai perlindungan indikasi geografis 
dalam perspektif hukum Islam dapat menggunakan perspektif maqāṣid al-
syarīʻah secara lebih khusus. Karena dalam penelitian ini masih tergolong 
umum dan baru aspek luarnya saja yang dibahas. 
2. Pencapaian penelitian ini baru pada aspek status kepemilikan komunal 
indikasi geografis dan perlindungannya dalam perspektif hukum Islam. Di 
sana masih banyak poin-poin yang perlu diteliti seperti pelanggaran-
pelanggaran hukum indikasi geografis ditinjau dari hukum Islam. Hal ini 
perlu dilakukan karena di negara yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam pendekatan-pendekatan religius untuk menyelesaikan persoalan 
dapat menemukan relevansinya. Terlebih karakter budaya masyarakat 
Indonesia yang ketimuran biasanya lebih mengedepankan aspek 
kekeluargaan dan aspek agama daripada aspek hukum yang kadang tidak 
memberikan kepuasan dalam penyelesaian masalah. 
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